
BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

KEPUTUSAN BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG

NOMOR : 1○○.3.3.2/204/2025

TENTANG

TIM PENYUSUN STANDAR SATUAN HARGA TAHUN

ANGGARAN 2O26

BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan

PerlyuSuSnan Standar Satuan Harga

Pemerintah Daerah tahun anggaran 2026.

Perlu membentuk Tim penyusunan;

b・　bahwa berdasarkan pertimbangan

Sebagaimana dimaksud pada point (a)

ditetapkan dengan Keputus争n Bupati.

Mengingat : 1・ Pasa1 18　ayat (6) Undang-undang Dasar

Negara Kesatua皿Republik Indonesia Tahun

1945;

2・ Undang置Undang Nomor 12　tahun 1969

tentang Pembentukan Provinsi Otonomi

虹an Barat dan Kabupaten-Kabupaten

Otonomi Di Propi千ISi Irian Barat (Lembaran

Negara Repubik Indonesia Tahun　1969

Nomor　47) Tambahan Lembaran Negara

RepubHk Indonesia Nomor 29O7) ;

3・ Undang-Undang Nomor　28　Tahun 1999

tentang Penyelenggaraan Negara Yang

Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan

Nepotisme (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 1 1999　Nomor　75,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3851) sebagalmana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3O

Tahun　　　2 O O 2　　　tentang Kom i si

Pemberantasan Tindak Hdana Korupsi

(Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun　2OO2　Nomor　137, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 425O);

4・ Undang-Undang Nomor　21 Tahun　2OOl

tentang OtonomiKhusus Bagi Provinsi

Papu a　　　　( Lembaran Negara

Repub盤kIndonesia Tahun 2OOI Nomor 135,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang -　Undang Tahun　2　Tahun　2O21

tentang Pembahan Kedua atas Undang-

Undang Tahun　21 Tahun　2OOl tentang

Otonomi Thusus bagi Provinsi Papua

(Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun　2O21　Tahun　155,　Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 6697);

5“ Undang-Undang No皿or　26　Tahun　2002

tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi,

Kabupaten Kerom?　Kabupaten Sorong

S elatan ,　Kabup aten Rqj a Amp at ,

Kabup aten Pegunungan Bintang ,

Kabupaten Yahukimo, Kabupaten ToHkara,

Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana,

Kabupaten Boven Diguel)　Kabupaten

Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk

Bintuni, Kabupaten Teluk Wondana di



Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun　2OO2　Nomor　129,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 4245);

6"　Undang-U血dang Nomor　25　Tahun　2OO4

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional　(Lembaram Negara Republik

Indonesia Tahun　2OO4　Nomor lO4’

Tambahan Lembara Negara Republik

Indonesia Nomor 4286) ;

7. Undang-Undang Nomor 12　Tahun　2Oll

tentang Pem bentu kan Peratu ran

Pemndang-undangan (Lembaran Negara

RepubHk Indonesia Tahun 2Ol l Nomor 82,

Tambahan Lembaran Republik Indonesia

Nomor　5234) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 13　Tahun　2O22　tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 12　　Tahun　　2O l l Tentang

PembentuPeraturan Pemndang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun　2O22　Nomor　143,　Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 68Ol);

8・　Undang-Undang Nomor　23　Tahun　2O14

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun　2O14

Nomor　244? Tambahan Lembaran Negara

Repub脆k Indonesia Nomor　　5587)

Sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2O23 tentang Penetapan Peraturan

Peme血tah Penggan也　Undang-Undang



Nomor 2 Tahun 2O雪2 tentang Cipta KeIja

Merもadi Undang- Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O23 Nomor 41 ,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6856) ;

9. Undang-Undang Nomor l Tahun　2O22

tentang Hubungan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun　2022　　Nomor　4,　Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6757);

10. Undang-Undang Nomor 16　Tahun　2O22

tentang Pembentukan Provinsi Papua

Pegunungan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun　2O22　Nomor　159,

Tamb ahan Lemb aranNegara Repu b lik

Indonesia Nomor 68O5) ;

11。 Peraturan Pemerintah Nomor　23　Tahun

2OO5 tentangPengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umu皿　(Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 48,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4502);

12. Peraturan Pemerintah Nomor　56　Tahun

2OO5 tentang Sistem Informasi Keuangan

Daerah　(Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun　2OO5　Nomor　138,

Tambahan Lem baranNegara Repu blik

Indonesia Nomor 4576) sebagalmana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 65o Tahun 2OlO tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemehntah Nomor　56

Tahun　2OO5　Tentang Sistim Informasi



Keuangan Daerah　(Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun　2OlO Nomor

l lO, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5155);

13. Peraturan -　Pemerintah Nomor　65　Tahun

2OO5　tentang Pedoman Penyusunan dan

Penerapan Standar Pelayanan Minimal

(Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun　2OO5　Nomor　15O, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia

No皿or 4585);

14. Peraturan Pemerintah Nomor　71　Tahun

2 O l O tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun　2OIO Nomor　123,

Tam b ahan LembaranNegara Repu blik

Indonesia Nomor 5165);

15, Peraturan Pemerintah Nomor　12　Tahun

2O19　tentangPengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun　2O19　Nomor　42,　Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia

No皿or 6322);

16. Peraturan Pemerintah Nomor lO6　Tahun

2 O2 1　　tentang Kewenangan dan

Kelem b agaan Pelaksanaan

Keb鵡akanOtonomi Khusus Provinsi Papua

(Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun　2O21　Nomor　238,　Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia

No皿or 6730);

17, Peraturan Pemerintah Nomor lO7　Tahun

2O21 tentang Penerimaan, Pengelolaan,

Pengawasan ,　dan Rencana In duk



Percepatan Pembangunan Dalam Rangka

Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi

Papu a　( Lemb aran N egara Repub lik

Indonesia Tahun　2O21　Nomor　239,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2O21 Nomor 6731);

18。 Peraturan Pemerintah Nomor　35　Tahun

2O23　tentang Ketentuan Umum P雀jak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun　2O23

Nomor　85, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor688 1) ;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2O23

tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerdh

(Lembaran Negara R車ublik Indonesia Tahun

2023　　Nomor lOO, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6883) ;

20. Peraturan Presiden Nomor　16　Tahun

2O18　tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2O18 Nomor 33);

21. Peraturan Presiden Nomor　17　Tahun

2O19　tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pem erintah Untuk Percepatan

Pembangunan Kesejahteraan Di Provinsi

Papua dan Papua Barat (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O19 Nomor 6O);

22, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

64 Tahun 2O13 tentang Penera饗)an Standar

Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akmal

Pada Pemerintah Daerah; (Berita Negara

Repubnk Indonesia Tahun　2O13　Nomor

1425);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

8O Tahun　2015　tentang Pembentukan



Produk Hukum Daerah (Berita Negara

Repub膿k Indonesia Tahun　2O15　Nomor

2O36) seb争gaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri∴Nomor

120 Tahun 2O18 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80

Tahun　2O15　　Tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun　2O18　Nomor

157);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

62 Tahun　2017　tentang Pengelompokan

Kemampuan Keuangan Daerah Serta

Pelaksanaan Pertanggungjawaban Daha

Operasional　(Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor lO67);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

7O Tahun 2019 tentang Sistem Informasi

Pemerintahan Daerah　(Berita Negara

Republik Indonesia Tahun　2O19　Nomor

ll14);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90

Tahun　2019　tentang Klasi捌よaSi, Kodefikasi

dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

dan Keuangan Daerah (Berita Negara

Republ並二Indonesia Tahun　2O19　Nomor

1447); Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor　77　Tahun　2O2O tentang Pedoman

Tek宣Iis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun　2O2O

No皿or 1781);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

84　Tahun　2O22　tentang Pedoman

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Bela垂ia Daerah Tahun Anggaran　2023



(Berita Negara Rep早blik Indonesia Tahun

2022 No皿or 972);

28" Peratu雌m Daerah Kabupaten Pegunu虹gan

Bintang Nomor 3 Tahun 2O17 perubahan

atas peraturan daerah nomor 5 tahun 2013

tentang Po kok- Pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah　(Lembaran Daerah

Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun

2017 Nomor 12);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Pegunungan

Bintang Nomor　5　Tahun　2O17　tentang

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang

(Lembaran Daerah Kabupaten Pegunungan

Bintang Tahun 2O17 Nomor 14);

30・ Peraturan Daerah Kabupaten Pegunungan

Bintang Nomor l Tahun　2024　tentang

Anggaran Pendapatan dan BelaI事a Daerah

Tahun Anggaran 2O24;( Lembaran Daerah

Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun

2024 Nomor OlO).

MEMUTUSKAN :

M enetapkan

KB SATU

KED恥

Tim Penyusun Standar Satuan Harga

Tahun Anggara皿2026 dengan susunam

anggota sebagaimana tercantum dalam

lampiran keputusan ini.

Tugas Tim Penyusun sebagai重nana

dimaksu d diktu m ke satu adalah

Sebagai berikut:

a-　Penanggungjawab

1,　Membantu meneliti da血



KETI GA

KEEM PAT

KELI N書A

memberikan p ertimba皿gan

PerSet可ua皿　dalam penyusunan

rencana kebu tu han dan

` rencana pemeliharaa皿perawatam

barang milik daerah kepada

Pengelola Barang;

2"　Mengkoordinasikan Pelaksanaan

Kegiatan penyususnan Standar

Satuan Harga.

b。 Ketua

Memimpin pelaksanaan survey harga

dalam rangka penyusunan standar

Satuan haェga;

C。 Sekretaris

l. Mengadministrasikan sejak perencanaan;

2. Menerima hasil survey harga;

3. Menyusun laporan hasil survey.

d。 Anggota

l. Melaksanakan survey harga; dan

2. Menyusun standar harga satuan

harga berdasarkan hasil survey.

Tim penyusun sebagaimana dimaksud

diktum kesatu dalam melaksanakan

tugasnya bertanggung j awab dan

melaporkan hasil pelaksanaan tugas

kepada Bupati Pegunungan Bintang・

Segala biaya yang timbul akibat

ditetapkannya keputusan ini dibebankan

kepada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Pegunungan

Bintamg Tahun Anggaran 2O26.

Keputusan ini mulai berlaku pada

tangga1 23 Juli 2O25, dengan ketentuan

apabila dikemudian hari terdapat

ke keliru an ,　m aka akan dilaku kan

Perbaikan sebagai mana mestinya.



Ditetapkan di Oksibil

Pada tanggal, 23 Juli 2O25


